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PERATURAN DARRAH KABUPATIN DARRAE TINGKAT IT
AULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 1992
TENTANG

PIMSERIAN SEUAGIAN HASIL PAJAX DAN RETRIBUSI DERRAE
KCPADA PEMGRINTAI DESA DAN PEMERINTAH KEIURAUAN  —
DAIAN KABUPATIN DAERAH TINGKAT IT HUIU SUNGAT SEIATAN.

DINGAN RARMAT TUEAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPATA DATRAH TINGKAT IT HUIU SUNGAT SEIATAN,

nimbang ¢ a. bahwa untul meningkatkan kemampuan pemerintahan Desa
dan Femerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas
tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat maka wntuk melaksanakan tersebut perlu di
berikan sebagian hasil Pajak dan Retribusi Pemerintah
an Kapupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan =
kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

b. bahwa pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi .-
Daerah kepada Pemerintah Desa dimaksud berpedoman ke
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun =
1990 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
1990 dan- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

1990 3

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan — .

dalam suatu Peraturan Daerah,

ngingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II D1 Lallmantan

2. Uhdang—Uhdanngomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~Pokok
Pemerintahan Di Daerah ;

3. UhdanghUhdanngOmor'B Tahun 1959 tentang Pemerintahan
Desa ;
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nteri Dadam Negeri Womor 14 Tahu.n

e
4, Pexawrdl " ov " ik Peraturan Daerah

- 1974 tentang
nte=i Dalam Negeri Nomot 1 Tap,
Sumber Penddpatan dan Kekaya,a;fl ~
dan Pengawasannya ;

5, Peraturan He
1982 tentang
Desgy Pengurusan

wturan Menteri Dalam Negeri Nomor §

6. ig;g -;en’cang Pengelolaan Keuangan Kelurahsy, :
veputusan Menteri Dsfblamﬂllqueri Nomor 50 Tap

Te 1%0 tentang Pemberlan sumoangan c.lan Ban ’marl;n_

Serta Pemberian sebagia,n.HaSJ.l Pajak dan 3R tn4

busi Daerah kepgda Pemerintah Desa ;

8. Keputusan lenteri Dalam Hegeri Nomor &8 Tah
1990 tenteng Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajag
Bumi dan Banguman Bagian Daerah Tingkat T dan
Daerah Tinzkat II serta Pemberiar Sumbangan
Bantuan dan Femberian sebagian Hasil Pajak dan

- Retribusi Daerah kepada Pemerintah Keluraghap ;

9, Peraturan Daerah Propinsi Dacrah Tingkat T Kals
mantan Selatan Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sumbep
Pendapatan Desa Pengurusan dan Pengawasannya 3

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Knli
mantan Selatan Nomor 4 Talun 1991 tentang Penge -
© lolaan Keuangen Xelurahan ;

11. Peraturen Daerah Propin%i Yaerah Tingkat I Kali
mantan Selaton Nomor 7 “ahun 1991 tentang Pe =

, nyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Xe
uangan Desa, -

Dengan persetujuan Dewan Perwalkila
. i = n Rakyat Daerah
Da@r&h Tlnm-t II Eulu SUIlgai Sela‘ba’n’ . KabuPa'ten

HEMUTUSXAN

Menetapkan ‘: PERATURAN DATRAH KABUPAREN DAZRAE PINGKAT II
HUIU SUNGAT SEIATAN TENTANG PEMBERTAN SuBAGIAT
EASIL PATAK DAN RATRIBUST DAERAR KGPADA PA  +
- MERINTAH DESA DAN PRMERTNTAR KRIURAGAN DATAN —
KABUPATEN DATRAR TINGKAT IT HUIU SUNGAT SEIATAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pera.turan Daerah ini yang dimaksud dengan

g.Daerah ¢ adalah RKabupaten Paerah Tingkat  IT
' Hulu Sungni Selatan, gav

b. Bupati hepaaﬂ.

Baerah a 2dalah Bupati Kepala Daerah Timgkat TT

Hulu Sungal Selatan.

adalah suatu wzla;ya.h yang ditempati -
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatu
an masyarakat termasuk didalammys ke~
Satuan masyoeakat hukun yang mempunyai
orgenisasi pemerintahan terendah lang-

- sung dibawah Camat dan berhak menyelengr
garakan rumah tangganya sendlrl dalam =
ikatan Negara Kesatuan Republik = = o'
Ind.ones:.a.., ‘

C. D e 8 2

"d. Kelurahan

°0

adalah svatu wilayah yang ditempati oleh
sejunlah penduduk yang mempunyai orgeni

sasi pemerintahan terendah langsung die

bawah Camat yang tidak berhak menyeleng

garakan rumah tongganya sendlrl.

. P erlntahan Desa s a.d.alah a. Kepala Desa;
8.~ : - be--lombagn Musy awarah Desa.

f. Penerintah Kelurah

an 2 adalah terdlrl dari Kepala Kelura.ha.n
' ~ dan Perangkat Kelurszhan,
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» Ay esa : adalah rencana operasiq

g Anggaran D tahunan dari pada progrgzl
umm Pemerintahan Pembanguy
an Desa yang @ijabarkan dan
diterjemahkans 5. an
an nlpiah,disa%%lg%bakgziig
andung perkiraan batas tep—
tinggl pengeluaran Keuangay
Desa,.,

h, Anggaran Kelurah: -
an . adalah rencana operasionpa]

tahunan dari pada progranm
umm pemerintahan yang g3
jabarkan dan diterjemahlan
dalam angka rupiah,disaty -
Pibhak mengandung perkiraan
target penerimaan dan dilain
pibak mengandung perkirasn -
batas tertinggi pengeluaran
keuangan Kelurahan,

i, Penerimaan Pajak
dan Retribusi 2 adalah penyisihan penerima
an Pajak dan Retribusi se—
bagai Subsidi /Sumbangan -
Pemerintah Daerah Tingkat
II Fulu Sungai Selatan,

BAB 1IT

SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DARRAT
YANG DIBERIKAN KEPADA MEMERINTAE DESA DAXN
PEMERINTAHE KETURAHAN,

Pagal 2

(1) Sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberi
i kan kepada Pemerinteh Desa dan Pemerintah Kelurahan -

: bersumber dari Pendapatan Asli Deerah,

(2) Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan ke
. pada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai
¢ mana dimeksud ayat (1) pasal ini sebesar 2,5 % ( dua

; POengan perseratus ) dari realisasi penerimaan Pen—
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Pendapatan dan.Belan% Dao . - 9
i anje rah ] | cgaran -
Hulu Sungni Selatan Setiag tahéibzggten Daerah Tingkat 1T

&aran,
BAB IIT
ATOKAST DAN mama CARA P
ENYATURAY
DAWA, >
Pasal 3

(1) Alokasi dana gs

) Tatacara Penyaluran daps Sebagai ;
At + 2CDhagaimang dimaksyugd % -
pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepals Daeréhfya @

BAB IV
PENERTMAAN DA PENGGUNAAN
Pazal 4

(1) Hasiz benerimaan sebagaimans, dimaksud pasal 3 aya4 (1) Pe
Taturan Daerah inj dicantumkan dalnp Mnggaran Desa dap =
Anggaran Kelurahan, .

sud ayat (1) pasal ing
g8araan Pemerintahay 9
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Peraturan Daerah ini mulai berlelm pag,
tanggal diundangkan.

Agar setiop ordng dapat menge Talinn , Tem
nmerintahkan pengundangen Peraturah Daeray -
ini dengan menempatkaimya dzlam lembare- .

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Fuly -
Sungai Selata

= 6 =

Kendangan, 16 Juni 1992,
AN PERVAKTTAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPAIA DAERAR TIRGKAT IT
KABUPATEN DARRAH TTIGKAT II HULJ SUIIGAT 512 T4,
HULU SUNGAT SELATAN,
Cap. att. Cap. dtt,
M. YUSERAN ANVAR, BA, H, MOE, ARI/IT, 3H,

Diundangkan dalem Iembaran Daerah  Disahkan oleh Cubermir Iepals
abupaten Daerach Tingknt IT Aulu Doerch Tinckat T Yalimanton -
Dumgal Selatan $ Selotan dengan surat Keputus—

Lomouxm g

an H

.11 Tanggal : 22 COictober 1592

Fada tanggnl ¢ 2 Hopember :
1992 ¥omor: 56/51:;1/1501:,
Tahun s 1992
2 e I 1l «°; D
Tomor seri 9 7
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